
a. bahwa sehubungan dengan pengisian formasi pegawai 
berdasarkan Perangkat '<Daerah yang baru ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bekasi, menyebabkan Belanja dan Tunjangan Pegawai harus 
disesuaikan kembali untuk mencukupi kebutuhan setiap 
bulannya pada beberapa Perangkat D?r:-ah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bekasi; 

b. bahwa untuk mencukupi kebutuhan belanja pegawai setiap bulan 
sebagaimana huruf a diatas, sesuai ketentuan dalam Lampiran 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja ~aerah 
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Romawi V angka 
13, pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau 
mendesak lainnya yang belum cuku p tersedia dalam APED, dapat 
dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang 
Perubahan APBD dengan cara Menetapkan Peraturan Kepala 
Daerah ten tang P:rubahan Penjabaran APBD dan 
mernberitahukan kepada Pimpinan DPRD; 

c. bahwa untuk melaksanakan kebutuhan belanja pegawai 
sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditindaklanjuti melalui 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017; 

Menimbang 
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 253); 

d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perubahan tersebut perlu 
ditetapkan kembali melalui Peraturan Bupati. 

Mengingat 
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Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 
2017 ten tang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Bu pati ini; 

Pasal I 
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Menetapkan PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 1 
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

MEMUTUSKAN : 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah se bagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 125); 

11.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 
7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2015 Nomor 7); 

12.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 
Nomor 6); 

13.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 
Nomor 11); 

14.Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 
Nomor l); 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 25 

Diundangkan di : Cikarang Pusat 
Pada tangg 8 Juni 201'1 

II. SE RIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,;,/'j? 

Hj. NENENG HASANAH YASIN 

t.t.d 

BUPATI BEKASI 

Cikarang Pusat 
8 ·Juni. 10117 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 


